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I. UMUM

Berdasarkan Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, hakim konstitusi harus memiliki
integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan
yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap
jabatan sebagai pejabat negara. Penegasan syarat hakim konstitusi
yang sedemikian ketat dan berat dalam Undang-Undang Dasar karena
hakim konstitusi mengemban amanah yang sangat mulia yaitu
menegakkan kehidupan berbangsa melalui penjagaan konstitusi
sesuai dengan prinsip negara hukum.

Pada saat ini kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap
hakim konstitusi menurun, padahal hakim konstitusi mengemban
amanah sangat penting untuk menjaga tegaknya demokrasi dan pilar
negara hukum, sehingga perlu dilakukan upaya penyelamatan
terhadap hakim konstitusi secara cepat, khususnya menjelang
pelaksanaan pemilihan umum 2014 yang sangat strategis bagi
keberlanjutan kehidupan demokrasi di tanah air. Jika
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ketidakpercayaan masyarakat terhadap hakim konstitusi tidak segera
dipulihkan akan berimplikasi terhadap legitimasi hasil pemilihan
umum 2014 yang sengketanya merupakan kewenangan hakim
konstitusi untuk mengadili.

Mengingat pelaksanaan pemilihan umum 2014 sudah sangat dekat,
diperlukan langkah-langkah cepat dan mendesak untuk memulihkan
kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap hakim konstitusi
dengan melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi terutama mengenai syarat dan
tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi
serta pembentukan majelis kehormatan hakim konstitusi melalui
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa” adalah menjalankan
ajaran agama.

Huruf d

Cukup jelas.
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Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 18A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jumlah hakim konstitusi
yang dibutuhkan” adalah disesuaikan dengan
jabatan hakim konstitusi yang belum terisi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18B

Cukup jelas.

Pasal 18C

Cukup jelas.
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Angka 4

Pasal 20

Cukup Jelas.

Angka 5

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 27A

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 87A

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 87B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.
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